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Abstrak
Salah satu bentuk akibat terjadinya globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya investasi secara
internasional. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perjanjian- perjanjian internasional seperti perjanjian
perdagangan bebas, perjanjian investasi multilateral, perjanjian investasi bilateral, dan sebagainya. Semakin
berkembangnya investasi secara global, maka mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional yang juga
sangat dibutuhkan, tapi karena tidak ada perjanjian internasional yang mengatur secara spesifik mengenai
penyelesaian sengketa investasi, dan juga tidak ada pengadilan investasi internasional, maka secara prosedural,
badan pengadilan arbitrase mengikuti aturan arbitrase yang telah ditetapkan. Penyelesaian Sengketa InvestorNegara (ISDS) merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada perjanjian, yang
ditemukan dalam perjanjian investasi internasional. Ketentuan ISDS ini terdapat dalam banyak perjanjian
internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi bilateral, perjanjian investasi multilateral,
kontrak investasi dan peraturan investasi nasional. ISDS merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa
pada penanaman modal langsung (FDI). ISDS ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan
investor asing yang melakukan investasi di negara penerima sehingga akan menarik minat para investor untuk
menanamkan modalnya di negara lain. Dalam mekanisme ISDS, investor dapat menggugat negara penerima
investasi (host state) ke arbitrase apabila ia merasa dirugikan. Tapi tampaknya penyelesaian ISDS dianggap masih
memiliki banyak kekurangan, sehingga Uni Eropa kemudian mencetuskan pembentukan sistem penyelesaian
sengketa yang baru yaitu Sistem Pengadilan Investasi atau Investment Court System (ICS). Sistem baru ini dianggap
dapat memberikan solusi dalam mengatasi kekurangan sistem penyelesaian sengketa investasi ISDS. Dalam
penulisan ini akan membahas mengenai (ICS) yang dianggap dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam
penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS).
Kata kunci: Sistem Pengadilan Investasi, Arbitrase, ISDS, Penyelesaian Sengketa, ICS

Abstract

One form of the impacts of economic globalization is the growing investment internationally. This is indicated by the increasing
number of international agreements such as free trade agreements, multilateral investment agreements, bilateral investment agreements,
and so on. Due to the developing of investments globally, a mechanism on international investment dispute resolution is certainly
needed, but because of there is no international treaty on investment dispute settlement, then there is also no international investment
court. So procedurally, the arbitration tribunals follow the established arbitration rules. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is
a treaty-based dispute resolution mechanism that found in many international investment agreements. The provisions of ISDS are
contained in many types of international agreements including Free Trade Agreements (FTA), Bilateral Investment Treaties (BITs),
Multilateral Investment Agreements, investment contracts and national investment laws. ISDS is one of the dispute resolution
mechanisms in Foreign Direct Investment (FDI). The ISDS was formed with the aim of protecting the interests of foreign investors
who are investing in the host states, so that it will attract more investors to invest in other countries. In the ISDS mechanism, an
investor can sue the host state to an arbitration if they feel disadvantaged by the host state. But it seems that the ISDS mechanism is
still considered to have many shortcomings, so the European Union then proposed the establishment of a new dispute resolution
system, the Investment Court System (ICS). This new system is considered to be able to provide solutions to overcome the shortcomings
of the ISDS mechanism. This paper will discuss about the ICS, which is considered to be a new alternative to the ISDS.
Keywords: Investment Court System, Arbitration, ISDS, Dispute Settlement, ICS

PENDAHULUAN
Selama dua dasawarsa belakangan ini, jumlah perjanjian penanaman modal
internasional telah berkembang hingga tiga kali lipat.2 Hal ini merupakan salah satu akibat dari
I.

Penulis adalah mahasiswa jurusan Hukum Transnasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Susan D Franck, ‘The Legitimacy Crisis in Investment Arbitration: Privatizing Public International Law Through
Inconsistent Decision’, Fordham Law Review (2005), Vol. 73, hlm. 1522-1523 dalam Zulfikar Dimas Winarno,
“Model Penyelesaian Sengketa yang Menyeimbangkan Kepentingan Investor dan Negara Penerima”, Jurisdiction, Vol. 2, No. 6,
1
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adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini terjadi karena hal-hal seperti:3 politik
dunia yang terus berkembang; praktek pasar bebas yang menjadi semakin penting;
perkembangan perusahaan-perusahaan multinasional; adanya kemajuan di bidang teknologi
informasi dan pengangkutan; serta semakin berkembangnya investasi keuangan ke berbagai
negara-negara di dunia. Investasi asing merupakan faktor utama dalam perkembangan
ekonomi modern, dan bersama dengan perdagangan, hal ini memberikan pengaruh yang
sangat penting dari suatu usaha, hingga memberikan penyediaan barang dan jasa dalam skala
global.4 Perjanjian investasi ini masuk dalam perjanjian internasional, seperti Free Trade
Agreements (perjanjian perdagangan bebas), Multilateral Investment Agreements (perjanjian investasi
multilateral), Bilateral Investment Treaties (perjanjian investasi bilateral), dan sebagainya.
Sampai hari ini, hampir 170 negara telah menjadi anggota dari satu atau lebih
perjanjian penanaman modal atau Bilateral Investment Treaties (selanjutnya disebut sebagai
“BITs”), yang menjamin perlindungan substantif dan prosedural yang secara spesifik diberikan
kepada investor asing karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mengatur perilaku
sebuah negara penerima terhadap penanaman modal dan investornya.5 Perlindungan ini
biasanya mencakup jaminan dari negara penerima untuk menyediakan investor asing, antara
lain, kompensasi yang setara untuk pengambilalihan (expropriation), kebebasan dari tindakantindakan yang tidak masuk akal maupun diskriminatif, jaminan National Treatment, Fair and
Equitable Treatment, menerima full protection and security, dan investor asing harus menerima
perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan oleh hukum internasional.6
Semakin berkembangnya investasi secara global, maka mekanisme penyelesaian
sengketa investasi internasional yang juga sangat dibutuhkan. Tapi karena tidak ada
perundingan internasional atau international treaty (perjanjian internasional) yang mengatur
secara spesifik mengenai investasi, juga tidak ada pengadilan investasi internasional, maka
secara prosedural, badan pengadilan arbitrase mengikuti aturan arbitrase yang telah ditetapkan,
biasanya yang dikembangkan oleh the United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) atau the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).7
Akibat perkembangan investasi global yang sangat pesat inilah, dibentuklah sebuah
penyelesaian sengketa investasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa negara-investor yang
disebut Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan investor asing yang melakukan investasi di negara penerima sehingga akan
menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di negara lain.8 Investor-State Dispute
Settlement (ISDS) adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa pada Foreign Direct
Investment/FDI (penanaman modal langsung).9 FDI sendiri merupakan arus modal
2019, hlm. 2250
3 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar: Edisi ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 378
dalam Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati, “Pengaruh Foreign Direct Investment, Ekspor, dan Utang Luar Negeri Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Studi Pada Produk Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, Dan Thailand Periode Tahun
2007 – 2016)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 61, No. 3, 2018, hlm 22
4
Milan Susic, “Importance and Impact of Foreign Investment on the Economic Development of Bosnia and
Herzegovina”, Economics, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 63-64
5 Zulfikar Dimas Winarno, “Model Penyelesaian Sengketa…”, hlm. 22
6 Ibid.
7 Kyla Tienhaara, “Investor-State Dispute Settlement”, dalam Peter Drahos, Regulatory Theory: Foundations and
Applications, (ANU Press: 2017), hlm. 680
8 Andi M. F. Adnan, Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Melalui International Centre
for Settlement of Investment Dispute (ICSID) Ditinjau dari Perspektif HAM Internasional, (Makassar: Universitas
Hassanudin, 2017), hlm. 4
9 Roland Klager, Fair and Equitable Treatment in International Investment Law, (New York: Cambridge
University Press, 2011), hlm.2
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internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas
perusahaannya di negara lain.10 Mekanisme penyelesaian sengketa ini ditemukan pada banyak
perjanjian investasi internasional (international investment agreements), yang saat ini dimasukkan
dalam perjanjian investasi dari perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA), seperti the
Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA), the People’s Republic of China (China)-Australia
FTA (ChAFTA), atau perjanjian ekonomi regional plurilateral, misalnya the Energy Charter or the
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).11
Ketentuan ISDS terkandung dalam banyak perjanjian internasional, seperti Free Trade
Agreements/FTA (perjanjian perdagangan bebas), Bilateral Investment Treaties (perjanjian investasi
bilateral), Multilateral Investment Agreements (perjanjian investasi multilateral), national investment
laws (peraturan investasi nasional), dan investment contracts (kontrak investasi). ISDS biasanya
masuk ke dalam bentuk mekanisme arbitrase. Arbitrase investasi internasional yang juga
dikenal sebagai arbitrase perjanjian investasi atau arbitrase negara-investor, adalah sebuah
prosedur di mana investor asing dapat memperoleh penyelesaian yang secara mengikat atas
klaim terhadap host state (negara penerima) yang diyakini telah melanggar perlindungan
investasi berdasarkan perjanjian atau yang dalam keadaan tertentu, melanggar komitmen
kontrak atau hukum investasi asing nasional mereka.12 Jadi jika seorang investor dari satu
negara (home state) berinvestasi di negara lain (host state), dan keduanya telah menyetujui ISDS,
dan ketika negara tuan rumah (host state) melanggar hak yang diberikan kepada investor
(misalnya seperti hak untuk tidak mengambil alih properti tanpa kompensasi yang cepat,
memadai, dan efektif), maka investor dapat menuntut negara tuan rumah (host state) dalam
arbitrase, daripada di pengadilan domestik di negara tuan rumah.
ISDS pada dasarnya memberikan bantuan kepada investor yang dirugikan dalam
bentuk kompensasi finansial (seringkali berjumlah besar). Kompensasi seperti itu sering di
berikan sebagai sebuah cara kepada investor untuk mengganti rugi investasi awal mereka,
ketika mereka ingin keluar dari host state (negara tuan rumah), dengan kemungkinan jumlah
yang sangat tinggi, dengan mempertimbangkan sumber daya sesungguhnya dari negara tuan
rumah. Di negara-negara maju, ISDS semakin dianggap tidak perlu untuk memberikan hak
kepada investor asing, yang dimana hak-hak ini tidak dimiliki oleh investor dalam negeri
maupun warga negara. Hal ini kemudian dilihat sebagai instrumen 'neo-liberal' yang
memungkinkan perusahaan swasta untuk menentang kebijakan lingkungan atau kesehatan dari
host state (negara tuan rumah), atau juga dalam standar perlindungan sosial.13
Dalam mekanisme Investor-State Dispute Settlement, investor dapat menggugat negara
penerima investasi (host state) ke arbitrase apabila ia merasa dirugikan oleh negara tersebut,14 di
mana dalam praktiknya, instrumen ini memberikan perlindungan hukum kepada investor atas
investasinya: jika investor percaya bahwa keputusan yang diambil oleh negara tempat ia
melakukan investasi memengaruhi investasi dalam arti bahwa keputusan tersebut melanggar

10 Jeff Madura dan Roland Fox, International Financial Management. Cengange Learning, Boston,
2011, hlm. 36 dalam Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati, “Pengaruh Foreign Direct Investment, Ekspor, dan Utang Luar
Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Studi Pada Produk Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, Dan Thailand
Periode Tahun 2007 – 2016)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 61, No. 3, 2018, hlm 22
11 Julien Chaisse dan Yves Renouf, “Investor State Distpute Settlement” dalam Jane Drake-Brockman dan
Patrick Messerlin, Potential Benefits of an Australia-EU Free Trade Agreement, (University of Adelaide Press: 2018),
hlm. 281-282
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Jeswald W. Salacuse, The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International
Framework of Foreign Capital, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 332
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prinsip fair and equitable treatment15, atau mengakibatkan eksproriasi tidak langsung, maka
investor dapat menggugat negara tersebut ke pengadilan internasional.16
Secara tradisional, penegakan hukum internasional diberikan secara eksklusif di tangan
negara. Dalam kasus pelanggaran hukum internasional, negara yang dirugikan oleh
pelanggaran negara lain dapat melakukan tindakan balasan, seperti reprisals, retaliation, dan pada
akhirnya juga bahkan use of force, untuk membuat negara yang melanggar kesepakatan
mematuhi kewajibannya. Namun ISDS dianggap sebagai sebuah pengecualian dalam
mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu cara yang lebih bersifat pribadi untuk menyelesaikan
perselisihan yang melibatkan investor dan negara.17 Berdasarkan perjanjian investasi, hanya
investor asing yang dapat menuntut negara karena negara adalah pihak dalam perjanjian, dan
hanya negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi atas
pelanggaran perjanjian. Investor-State Dispute Settlement (penyelesaian sengketa antara investornegara) tidak dapat membatalkan peraturan atau undang-undang nasional suatu negara yang
melanggar perjanjian investasi asing, tetapi dapat memberikan ganti rugi secara finansial
(berdasarkan putusan monetary awards) kepada investor yang terkena dampak negatif atau
dirugikan oleh undang-undang negara tersebut.18
II. PEMBAHASAN
Pendapat yang berbeda tentang kelebihan dan kekurangan perlindungan investasi asing
dan investor, dan khususnya ISDS terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pendapat
yang mendukung sistem ini, mengatakan bahwa perlindungan investasi asing secara umum
terbukti bermanfaat dengan peningkatan aliran investasi asing, berfungsinya pasar global,
pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam modal ekspor serta
modal negara pengimpor, dan, hal penting lainnya adalah memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan supremasi hukum di tingkat internasional.19 Tapi di sisi lain,
perlindungan terhadap investasi asing dan investor dianggap tidak adil jika di bandingkan
dengan perlindungan investor dalam negeri dan investasi mereka.20
Perjanjian investasi dengan arbitrase-arbitrase investasi yang berbeda telah
memunculkan keputusan yang tidak konsisten. Hal ini dapat terjadi pada tiga skenario:21
1. Kesimpulan yang berbeda dilakukan di pengadilan yang berbeda tentang standar yang sama
dalam perjanjian yang sama;
2. Pengadilan yang berbeda yang diatur berdasarkan perjanjian yang berbeda memberikan
kesimpulan yang berbeda terkait dengan pihak dan fakta yang sama, serta hak-hak investasi

15 Prinsip fair and equitable treatment (FET) ini merupakan prinsip yang sering dipakai oleh para investor
asing sebagai dasar atas gugatannya di dalam proses penyelesaian sengketa investasi internasonal.
16 Valentina Cagnin, “Investor-State Dispute Settlement (ISDS) from
a Labour Law Perspective”, European
Labour Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2017, hlm. 219
17 Lisa Diependaele, Ferdi De Ville dan Sigrid Sterckx, “Assessing the Normative Legitimacy of
Investment Arbitration: The EU’s Investment Court System”, New Political Economy (2019), Vol. 24, No.1,
hlm. 4
18 The University of Melbourne, “Investor-State Dispute Settlement and Arbitral Institutions”,
https://unimelb.libguides.com/c.php?g=697682&p=4949075, diakses 21 Desember 2019
19 W. Schill, “Enhancing the Legitimacy of International Investment Law: Conceptual and Methodological Foundations
of a New Public Law Approach”, Virginia Journal of International Law (2011), Vol. 52, No.1, hlm. 61.
20 Atik, Sornarajah, Van Harten/Schneiderman, “Public Statement on the International Investment Regime”,
Osgood Hall Law School, 2006, dalam Shilpa Singh Jaswant, “Establishment of Investment Court System Under CETA
and EU-VIET NAM FTA and its Compatibility with EU Law”, Europa-Kolleg Hamburg: Study Paper No 02/19,
April 2019, hlm. 12
21 Susan D Franck, ‘The Legitimacy Crisis in Investment Arbitration…”, hlm. 1546
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yang serupa. Hal ini adalah mekanisme yang diadopsi oleh para pihak untuk mengambil
keuntungan dari hak investasinya di bawah perjanjian yang berbeda;
3. Ketika pengadilan yang berbeda di bawah perjanjian yang berbeda mempertimbangkan
suatu situasi perjanjian perdagangan yang sama dan hak investasi yang sama, namun
kemudian memberikan kesimpulan yang berlawanan.
Kritik terhadap ISDS sebagian besar diajukan dari negara-negara berkembang karena
lemahnya daya bargaining mereka dan karena hal ini, investor mereka juga harus menghadapi
konsekuensi dari hal ini. Sebagai salah hal yang unik dari Investor-State Dispute Settlement, yang
seharusnya mempertahankan kekuasaan atas penegakan perjanjian investasi internasional, tapi
negara justru harus tunduk pada external control (kontrol eksternal) oleh mahkamah arbitrase
asing.22 Dengan kurangnya konsistensi atau bahkan putusan-putusan yang kontradiktif yang
dikeluarkan oleh mahkamah arbitrase asing, tidak ada mekanisme yang tepat untuk
memperbaiki atau membatasi ketidakkonsistenan tersebut dan untuk membatasi berbagai
proses (dengan fakta dan hak investasi yang sama). Dengan demikian, ketidakkonsistenan ini
dapat secara negatif mempengaruhi efektivitas, keterpercayaan, dan juga prediktabilitas serta
kredibilitas Investor-State Dispute Settlement.23 Menurut Juan Benedetti, kritik terhadap ISDS
sebenarnya dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:24
1. the lack of consistency in the decisions (kurangnya konsistensi dalam keputusan);
2. the lack of impartiality of the arbitrators (kurangnya keadilan atau sikap netral dari para arbiter);
dan
3. the lack of transparency of the proceedings (kurangnya transparansi dalam prosesnya).
Selain itu, prosedur yang harus diadopsi sangat panjang dan serta biaya mahal yang
harus dikeluarkan untuk arbiter, pengacara dan dalam menjalankan proses itu sendiri. Putusan
mengenai hukuman finansial/moneter (monetary awards) kemungkinan akan menjadai
berlebihan dan sebagai akibatnya, pemerintah akhirnya terpaksa untuk menghabiskan sejumlah
besar uang dari dana negara untuk membela keabsahan kebijakan negaranya sendiri.
Kewajiban membayarkan sejumlah uang yang sangat besar mungkin saja dibebankan pada
negara-negara yang berpenghasilan rendah, dimana mereka tidak akan mampu
mempertahankan diri mereka dengan baik ketika harus dihadapkan dengan perusahaanperusahaan transnasional yang kaya.25 Sebagaimana yang telah disebutkan, mekanisme kontrol
yang ada sangatlah lemah dan tidak memuaskan. Jalan lain ke komite pembatalan ad hoc (dalam
hal ini adalah sistem ICSID) telah mencegah untuk mengembangkan prioritas dan
yurisprudensi yang konsisten. Selain itu ISDS tidak memiliki suatu mekanisme banding,
sehingga dengan demikian tidak mungkin untuk melakukan pembalikkan suatu keputusan
yang salah, atau memberikan sanksi kepada arbiter yang tidak kompeten. Kurangnya
transparansi dalam ISDS ini dianggap belum mampu memberikan kemungkinan yang cukup
kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam ISDS.26
22 Shilpa Singh Jaswant, “Establishment of Investment Court System Under CETA and EU-VIET NAM FTA
and its Compatibility with EU Law”, Europa-Kolleg Hamburg: Study Paper No 02/19 9April 2019), hlm. 13
23 Ibid.
24Juan P. C. Benedetti, “The Proposed Investment Court System: Does it Really Solve the Problems?”, Revista
Derecho del Estado (2019), No. 42, hlm. 8
25 Carlos G. Garcia, “All the Other Dirty Little Secrets: Investment Treaties, Latin America, and the Necessary Evil
of Investor-State Arbitration”, Florida Journal of International Law (2004), Vol.16, No.2, hlm. 355
26 Jacques Werner, “Limits of Commercial Investor-State Arbitration: The Need for Appellate Review”, dalam:
Dupuy, Pierre-Marie/ Petersmann, Ernst-Ulrich/ Francioni, Francesco (eds.), Human Rights in International
Investment Law and Arbitration, Oxford, 2009, hlm. 115–117.
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Investment Court System Sebagai Alternatif Baru

Tumbuhnya kekhawatiran di Eropa dalam rezim investasi internasional dan sistem
penyelesaian sengketa investor-negara mendorong Uni Eropa untuk segera menciptakan
Investment Court System (sistem pengadilan investasi) dan Multilateral Investment Court (pengadilan
investasi multilateral).27 Pendapat publik di Uni Eropa semakin menentang ISDS, dan lebih
umumnya pada perjanjian investasi. Karena kekurangan-kekurangan pada ISDS, European
Commission kemudian mengajukan saran untuk membentuk Investment Court System (sistem
pengadilan investasi) secara multilateral, untuk perjanjian perdagangan bebas saat ini dan masa
depan dengan negara ketiga, bertujuan untuk melembagakan perlindungan investasi di tingkat
internasional untuk memberikan konsistensi dan koherensi sambil menafsirkan dan
menerapkan ketentuan dalam perjanjian ini.28
Pada September 2015, Komisioner Perdagangan Eropa, Cecilia Malmström,
mengusulkan sebuah “perubahan besar dalam kebijakan perdagangan dan investasi”, dimana ia
mengklaim bahwa banyak badan, termasuk di dalamnya adalah organisasi non-pemerintah
(LSM), telah memberikan perhatian pada sistem ISDS yang dianggap “tradisional”. Dengan
mendirikan ICS, Malmström berharap untuk dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik
pada objektivitas dan keadilan ISDS, yang menurutnya memiliki kekurangan dalam sistem saat
ini.29 Ia juga menyarankan agar ICS diterapkan ke dalam pengadilan dalam negeri, dan
menganggap bahwa penting bagi hakim untuk ditunjuk secara terbuka dan harus tersedianya
sistem banding, dimana sistem banding seperti ini dapat diambil dari sistem yang saat ini
ditemukan dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO.30 Sistem Pengadilan Investasi atau
ICS ini terdapat di dalam perjanjian antara Uni Eropa dan Kanada yaitu EU-Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), yang menunjukan pendekatan baru Uni
Eropa dalam sengketa terkait investasi, yang dimana bertujuan untuk menghilangkan resikoresiko terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan, dan menjaga hak dalam mengatur
kepentingan publik.
Terdapat beberapa hal yang akan diatur di dalam Investment Court System (ICS), fitur
utama dari Sistem Pengadilan Investasi ini adalah pengadilan yang bersifat permanen yang
terinspirasi oleh pengadilan internasional publik yang terdiri dari pengadilan tingkat pertama
dan pengadilan banding.31 Selain mengatur mengenai Institusi Banding (Appeal Tribunal), ICS
juga mengatur mengenai Rule of Precedence, transparansi, kualifikasi hakim, serta imparsialitas.32
Berbeda dengan pembatalan putusan pada ISDS saat ini, melalui Appeal Tribunal ini, ICS akan
menyediakan mekanisme banding dan memberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan
hukum dalam putusan yang dikeluarkan oleh tribunal yang pertama mengenai sengketa
(tribunal).33 Selain itu ICS juga akan mewujudkan sistem yang lebih transparan. ICS
José Manuel Alvarez Zárate, “Legitimacy Concerns of the Proposed Multilateral Investment Court: Is Democracy
Possible?”, Boston College Law Review (2019), Volume 59, No. 8, Hlm. 1
28 Shilpa Singh Jaswant, “Establishment of Investment Court System…”, hlm. 1
29 Julien Chaisse dan Yves Renouf, “Investor State Distpute Settlement”, hlm. 289
30 Ibid.
31 European Comission, “Trade: European Court of Justice Confirms Compatibility of Investment Court System with
EU Treaties”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2334, diakses 13 Maret 2020
32
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Internasional”,
21
Januari
2019,
https://www.kompasiana.com/yettikomalasari/5c458ac96ddcae6ffd0467a9/tinjauan-singkat-pembentukaninvestment-court-system-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-internasional?page=all, diakses 21 Desember
2019
33Robert Schwieder, “TTIP and the Investment Court System: A New (and Improved?) Paradigm for Investor-State
Adjudication”, Columbia Journal of Transnational Law (2016), hlm. 202
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menawarkan transparansi total untuk seluruh dokumennya, dengan mengadopsi UNCITRAL
Rules of Transparency, dimana ICS akan memberikan keterbukaan yang lebih jika dibandingkan
dengan sistem ISDS saat ini. ICS akan memberikan transparansi dengan membuka audiensi
kepada publik; menerbitkan dokumen yang diserahkan selama kasus berlangsung; serta
memungkinkan pihak yang berkepentingan (seperti LSM, serikat pekerja, maupun perwakilan
warga negara) untuk turut campur tangan dalam prosesnya.34 ICS juga akan mengatur lebih
spesifik mengenai ketentuan untuk arbiter (hakim) ICS, dibandingkan dengan ketentuan
arbiter yang ada pada ICSID. Dalam ICS, arbiter diwajibkan untuk memiliki kualifikasi
sebagaimana diatur oleh lembaga yudisial negara masing-masing atau sebagai advokat (jurist)
dan juga harus terbukti telah menunjukan keahlian dalam bidang hukum internasional publik.
Jika dibandingkan, kualifikasi yang ditentukan oleh ISDS yang ada saat ini di bawah
pengaturan ICSID, tidak ada rumusan secara terperinci yang mengatur mengenai hal ini.
Tapi terlepas dari serangkaian inovasi institusional dan prosedural yang dijelaskan di
atas, ICS ternyata juga mendapat celaan dari beberapa sarjana dan praktisi yang skeptic tentang
pembentukan sistem baru ini.35 Pembentukan ICS dianggap sebagai sebuah tindakan
repolitisasi. ICS memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kurangnya
imparsialitas dalam ISDS dengan mencegah pihak yang berpartisipasi dalam penunjukan panel
untuk memeriksa kasus ini. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa modifikasi tersebut
memperkenalkan adanya komponen politik yang dapat membahayakan kemajuan yang dicapai
dalam hal depolitisasi dalam perselisihan investasi, yang dianggap sebagai salah satu
pencapaian terbesar sistem baru ini.36 Selain itu, hal yang juga dikritik adalah mengenai decisionmaking (pengambilan keputusan); enforceability (keberlakuan); maupun finality, efficiency and costs
(finalitas, efisiensi dan biaya).37 Semua hal ini masih diragukan oleh beberapa ahli, apakah
memang dapat memberikan dampak yang lebih baik dibanding ISDS, atau malah sebaliknya.
III. KESIMPULAN
Melihat pada kritik-kritik akan kekurangan Investor-State Dispute Settlement (ISDS), ICS
tampaknya dibentuk dengan harapan dapat menanggulangi kekurangan-kekurangan pada ISDS
seperti kurangnya keadilan atau sikap netral para hakim, transparansi, serta tidak adanya
institusi banding (Appeal Tribunal), dimana putusan yang dikeluarkan adalah final and binding.
Namun beberapa ahli juga tampaknya meragukan efisiensi dari sistem baru ini. Belum ada
sengketa yang diputus sebelumnya pada ICS, sehingga mungkin saja akan ada kelemahan pada
sistem baru ini. Tapi menurut penulis, pembentukan ICS tentu saja akan memberikan lebih
banyak keuntungan-keuntungan yang tidak didapatkan sebelumnya di dalam sistem ISDS,
melihat pada beberapa pembaharuan seperti arbiter yang lebih terkualifikasi, lebih netral,
adanya transparansi, serta yang paling penting adalah kesempatan untuk mengajukan banding,
karena melihat pada putusan arbitrase asing bersifat final and binding namun pada banyak kasus,
seringkali diajukan pembatalannya pada pengadilan nasional sehingga menimbulkan
kebingungan.

European Comission, “Trade: European Court of Justice…”, diakses 13 Maret 2020.
Juan P. C. Benedetti, “The Proposed Investment Court System…”, hlm. 106-107
36 Hannes Lenk, “An Investment Court System for the New Generation of EU Trade and Inves- tment Agreements:
A Discussion of the Free Trade Agreement with Vietnam and the Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada”,
European Papers. 1, 2016, http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/investment-court-system-newgeneration-eu-trade-and-investment-agreements, diakses 21 Desember 2019
37 Juan P. C. Benedetti, “The Proposed Investment Court System…”, hlm. 104-107
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